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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 466 KUHP Studi Kasus di Polres Batu Bara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk penganiayaan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara pada umumnya berupa kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung oleh pelaku terhadap korban perempuan. Bentuk penganiayaan tersebut antara lain berupa pemukulan, penamparan, penjambakan, penendangan, pendorongan, serta tindakan fisik lain yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit, luka memar, lebam, bengkak, lecet, atau luka yang memerlukan pemeriksaan medis. Penganiayaan terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Batu Bara banyak terjadi karena konflik pribadi, pertengkaran, kecemburuan, dendam, persoalan keluarga, maupun perselisihan dalam lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, korban perempuan sering berada dalam posisi rentan karena tidak semua korban langsung berani melapor setelah mengalami penganiayaan. Hal ini dipengaruhi oleh rasa takut, tekanan hubungan dengan pelaku, rasa malu, serta adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan demikian, bentuk penganiayaan terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Batu Bara bukan hanya menunjukkan adanya perbuatan fisik yang melanggar hukum, tetapi juga memperlihatkan adanya persoalan sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum. 
2. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan awal terhadap korban, pencatatan kronologi kejadian, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, permintaan visum et repertum, pemeriksaan terhadap terlapor, penetapan tersangka apabila telah terdapat bukti yang cukup, sampai dengan penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dalam proses penyidikan, visum et repertum memiliki peran penting untuk membuktikan adanya luka atau rasa sakit yang dialami korban. Selain itu, keterangan korban, keterangan saksi, barang bukti, foto luka, dan keterangan terlapor juga menjadi bagian penting dalam membangun pembuktian. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu Polres Batu Bara, kendala yang sering dihadapi dalam proses penyidikan adalah korban terlambat melapor, luka korban sudah mulai hilang, saksi sulit ditemukan, korban takut melanjutkan proses hukum, serta adanya tekanan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, proses penyidikan terhadap penganiayaan perempuan harus dilakukan secara teliti, objektif, dan humanis agar kepentingan korban tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak-hak terlapor. 
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap perempuan berdasarkan hasil penyidikan di Polres Batu Bara ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP, yaitu adanya subjek hukum, adanya perbuatan penganiayaan, adanya akibat berupa rasa sakit atau luka pada korban, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban, serta adanya unsur kesalahan dari pelaku. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hasil penyidikan menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan secara sadar, melawan hukum, dan menimbulkan akibat terhadap tubuh atau kesehatan korban. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, penyidik tidak hanya berpedoman pada laporan korban, tetapi juga menilai kesesuaian antara keterangan korban, saksi, visum et repertum, barang bukti, serta keterangan terlapor. Apabila alat bukti telah cukup, maka pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara bergantung pada hasil penyidikan yang mampu membuktikan unsur perbuatan, kesalahan, akibat, dan keterkaitan antara tindakan pelaku dengan penderitaan korban.
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan kepada penyidik Polres Batu Bara adalah sebagai berikut:
1. Penyidik Polres Batu Bara diharapkan dapat meningkatkan pendekatan yang humanis terhadap korban perempuan dalam perkara penganiayaan. Hal ini penting karena korban perempuan sering berada dalam kondisi takut, malu, tertekan, atau trauma setelah mengalami kekerasan. Pemeriksaan terhadap korban sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menyudutkan korban, serta memberikan ruang kepada korban untuk menjelaskan kronologi secara tenang. Dengan pendekatan tersebut, korban akan lebih terbuka dalam memberikan keterangan sehingga proses pembuktian dapat berjalan lebih baik. 
2. Penyidik perlu mempercepat dan memperkuat pengumpulan alat bukti sejak laporan pertama diterima. Dalam perkara penganiayaan, waktu pelaporan sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian, terutama karena luka fisik dapat berubah atau hilang dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, penyidik sebaiknya segera mengarahkan korban untuk melakukan visum et repertum, mendokumentasikan luka korban, mencari saksi-saksi yang mengetahui kejadian, serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa. Langkah cepat ini diperlukan agar perkara tidak lemah pada tahap pembuktian. 
3. Penyidik diharapkan lebih cermat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam perkara penganiayaan terhadap perempuan. Apabila penganiayaan terjadi dalam hubungan rumah tangga, penyidik perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, apabila peristiwa tersebut terjadi di luar ruang lingkup rumah tangga, maka penerapan Pasal 466 KUHP dapat digunakan sesuai unsur perbuatannya. Ketelitian dalam menentukan pasal sangat penting agar pertanggungjawaban pidana pelaku dapat disusun secara tepat dan tidak menimbulkan kelemahan dalam berkas perkara.


71


image1.png
AL WASHLIYAH





